IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM
MENGATASI PERMASALAHAN SOSIAL DI INDONESIA :
MENGANALISIS BAGAIMANA NILAI-NILAI PANCASILA

DAPAT MENJADI SOLUSI DALAM MENGATASI BERBAGAI
PERMASALAHAN SOSIAL YANG TERJADI DI INDONESIA,
SEPERTI KORUPSI, KETIDAKADILAN, DAN KEMISKINAN

Nazwa Davina Putri Darmawan?, Ario Pamungkas?, Kharraz Muazarah®, Achmad Nuryahman Ali?,
Wafiq Azizah®
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul, Bekasi
Email : nazwadavina30@student.esaunggul.ac.id

Abstrak

Pancasila menjadi nilai nilai dasar sebuah negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia
memiliki peran strategis dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang kompleks.
Observasi ini bermaksud untuk menganalisa bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dapat
menjadi solusi dalam menangani isu-isu sosial, seperti korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan.
Dengan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur dan analisis kebijakan, penelitian ini
menemukan bahwa penguatan nilai-nilai yang terkandung pada tiap tiap sila pancasila
berkontribusi signifikan dalam membangun tata kehidupan yang harmonis. Nilai Ketuhanan
mendorong integritas moral, nilai Kemanusiaan menegaskan pentingnya penghormatan terhadap
hak asasi manusia, dan nilai Persatuan memperkuat solidaritas sosial dalam keberagaman.
Selanjutnya, nilai Kerakyatan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan, sedangkan nilai Keadilan Sosial memastikan pengalokasian sumber daya yang adil
dan merata. Hasil penelitian ini merekomendasikan penguatan pendidikan karakter berbasis
Pancasila, peningkatan peran institusi negara dalam implementasi nilai-nilai Pancasila, dan
sinergi antara masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan solusi berkelanjutan atas
permasalahan sosial. Implementasi nilai-nilai Pancasila yang konsisten dan holistik menjadi
kunci untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Kata kunci: Pancasila, permasalahan sosial, korupsi, ketidakadilan, kemiskinan, implementasi,
Indonesia.

Abstract

Pancasila as the basic values of a country as well as the outlook on life of the Indonesian nation
has a strategic role in overcoming various complex social problems. This observation intends to
analyze how the implementation of Pancasila values can be a solution in dealing with social
issues, such as corruption, injustice, and poverty. With a qualitative approach through literature
review and policy analysis, this study found that strengthening the values contained in each of the
Pancasila principles contributes significantly to building a harmonious way of life. The value of
Divinity encourages moral integrity, the value of Humanity emphasizes the importance of
respecting human rights, and the value of Unity strengthens social solidarity in diversity.
Furthermore, the value of Democracy prioritizes community participation in the decision-making
process, while the value of Social Justice ensures fair and equitable allocation of resources. The
results of this study recommend strengthening Pancasila-based character education, increasing
the role of state institutions in implementing Pancasila values, and synergy between society and
government to create sustainable solutions to social problems. Consistent and holistic
implementation of Pancasila values is the key to realizing a just, prosperous, and prosperous
community life.
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Pendahuluan

Pancasila dijadikan sebagai dasar
negara Indonesia yang memiliki nilai-
nilai yang sudah ada sejak dahulu,
sehingga dapat dijadikan pedoman
dalam menghadapi berbagai isu
permasalahan dalam aspek sosial yang
ada di ruang lingkup Masyarakat,
seperti  korupsi, ketidakadilan, dan
kemiskinan. Sebagai ideologi negara,
Pancasila tidak hanya menjadi dasar
dalam penyelenggaraan pemerintahan,
tetapi juga berfungsi sebagai panduan
moral bagi setiap individu dalam
kehidupan sosial. Permasalahan sosial
yang kompleks dan terus berkembang
ini  memerlukan pendekatan yang
holistik dan menyeluruh, di mana
nilai-nilai Pancasila dapat menjadi
pemecah masalah yang sesuai dengan
apa yang tengah dihadapi.

Setiap sila dalam  Pancasila
menawarkan landasan yang relevan
untuk mengatasi tantangan sosial di
Indonesia.  Sila  pertama, yang
berbunyi ”Ketuhanan Yang Maha
Esa”, mengajak untuk menanamkan
nilai moral dan spiritual dalam setiap
tindakan. Hal ini dapat menjadi
langkah awal untuk memerangi
praktik korupsi yang banyak terjadi
akibat  ketidakharmonisan  antara
perilaku individu dengan nilai-nilai
agama dan etika. Dengan menjunjung
tinggi nilai Ketuhanan, masyarakat
diharapkan dapat lebih bertanggung
jawab dan menjauhi perilaku yang
merugikan orang lain.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil
dan Beradab, menekankan urgensinya
keadilan dalam hubungan
antarindividu. Penerapan nilai ini
dapat memperbaiki ketidakadilan

sosial yang selama ini menimpa
sebagian besar masyarakat, seperti
ketimpangan  ekonomi dan
diskriminasi. Dengan menjunjung
tinggi harkat dan martabat setiap
manusia, sila ini dapat mengarahkan
tindakan dan kebijakan yang lebih adil
serta beradab bagi semua pihak.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia,
mengingatkan kita akan pentingnya
rasa persatuan dan solidaritas untuk
mengurangi ketimpangan sosial yang
ada. Kemiskinan dan ketidaksetaraan
sering kali timbul akibat
ketidakmampuan untuk bekerja sama
dan berbagi sumber daya dengan adil.
Dengan memperkuat rasa persatuan,
masalah sosial dapat diatasi dengan
lebih efektif, menciptakan masyarakat
yang saling mendukung dan bekerja
bersama  menuju kesejahteraan
bersama.

Sila keempat, Kerakyatan yang
Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan,
menekankan terbentuknya
pemerintahan yang bersih, transparan,
dan akuntabel. Nilai ini sangat penting
untuk mengatasi praktik korupsi
dalam sistem pemerintahan dan
pembangunan, di mana keputusan
yang diambil harus melibatkan
musyawarah dan kebijaksanaan yang
berpihak pada kepentingan rakyat
banyak. Pemerintahan yang baik dan
bersih dari korupsi dapat menciptakan
lingkungan sosial yang lebih adil dan
sejahtera.

Terakhir, sila kelima, Keadilan
Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,
mendorong pandangan  mengenai
kesejahteraan sosial yang merata bagi
seluruh rakyat Indonesia. Dalam
konteks ini, negara berkewajiban



untuk memastikan distribusi sumber
daya yang adil, sehingga kemiskinan
dan ketidaksetaraan sosial dapat
diminimalisasi. Implementasi nilai ini
akan menciptakan masyarakat yang
lebih luas secara sudut pandang dalam
menerima perbedaan, di mana setiap
warga negara memiliki hak yang sama
untuk hidup layak dan sejahtera.

Melalui pengimplementasian nilai-
nilai yang terkandung didalam
Pancasila, diharapkan permasalahan
sosial yang menghambat kemajuan
bangsa Indonesia dapat diatasi secara
efektif dan berkelanjutan. Dengan
menjadikan Pancasila sebagai
pedoman hidup, Indonesia dapat
bergerak menuju masyarakat yang
lebih adil, makmur, dan harmonis.

Teori

Dalam pengimplementasin nilai-
nilai pancasila, terdapat berbagai teori
yang dapat dijadikan sebagai bahan
acuan untuk memahami bagaimana
nilai-nilai  dari  pancasila  dapat
diterapkan di kehidupan berbangsa
dan bernegara yang mengacu pada
beberapa aspek sosial.

1. Teori Ketuhanan

Pada teori ini, mengacu pada nila-nilai
ketuhanan, yang tertuang pada sila
pertama Pancasila, ”Ketuhanan yang
Maha  Esa”.Merupakan  bentuk
kesadaran akan keberadaan Tuhan
yang menjadi  sumber  segala
kehidupan, begitu penting untuk
meningkatkan nilai-nilai moral dan
spiritual. Implementasi pemahaman
dan kesadaran pada sila ini dapat
dijadikan sebagai landasan dasar

untuk  meningkatkan  kesadaran

terhadap aspek sosial.
2. Teori Kemanusiaan

Sila kedua Pancasila, yang berbunyi

”Kemanusiaan yang adil dan beradab”
menjadi cerminan untuk
mengedepankan rasa kemanusiaan
dan adab, sehingga terciptanya
keadilan sosial yang merata. Pada teori
ini membentuk  sikap  inklusif,
menumbuhkan rasa simpati dan
empati terhadap interaksi sosial. Sikap
keadilan menjadi pondasi utama
dalam mengembangkan karakter yang
beretika.

3. Teori Persatuan

“Persatuan Indonesia” merupakan
bunyi yang terdapat pada sila ketiga.
Sila ini menekankan pada aspek
persatuan dan kesatuan.
Pengimplementasian terhadap nilai ini
menumbuhkan rasa solidaritas dan
juga kebersamaan terhadap
keberagaman. Wujud konkret yang
tertuang pada sila ini adalah dengan
sikap nasionalisme, Patriotisme, dan
cinta tanah air.

4. Teori Demokrasi

Negara Indonesia memakai prinsip
Demokrasi terhadap sistem
pemerintahannya. Kedaulatan yang
besar berada ditangan rakyat,
merupakan salah satu bentuk prinsip
demokrasi di Indonesia. Nilai ini
mendorong dalam pengembangan
karakter yang demokratis,
bertanggung jawab, dan juga responsif
terhadap masyarakat, serta berlaku
bijaksana terhadap setiap pengambilan
keputusan. Nilai yang terkandung
pada sila keempat, “Kemanusiaan
yang  dipimpin  oleh  hikmat



kebijaksanaan dalam permusyawa-
ratan perwakilan”.

5. Teori Keadilan

”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia”. Sila kelima pada Pancasila
yang mengedepankan keadilan sosial
dan distribusi yang merata terhadap
seluruh aspek. Implementasi pada
nilai ini membangun karakter yang
jujur, dan kepedulian terhadap
kesejahteraan sosial.

Metodologi Penelitian

Metode  deskriptif  merupakan
metode yang digunakan dalam
metodologi penelitian, untuk
menggambarkan kejadian atau
permasalahan terkait isu isu sosial
yang terjadi pada saat ini atau sedang
berlangsung. Dan memiliki tujuan
untuk menceritakan secara rinci apa
saja yang terjadi saat penelitian
dilakukan dengan semestinya.

Pendekatan yang dilakukan
mencakup pendekatan kualitatif, yang
bertujuan untuk memahami penelitian
yang sedang dibahas tentang
implementasi  nilai-nilai  pancasila
menjadi  solusi dalam mengatasi
permasalahan sosial, secara
perspektif, pengalaman, dan
pandangan yang berbeda dari berbagai
pihak.

Dengan melalui beberapa sumber
data sekunder, seperti buku, jurnal,
artikel, dan beberapa sumber online
berbasis internet lainnya, untuk
melakukan tinjauan literatur yang
komprehensif terhadap topik yang
sedang dibahas.

Melalui metodologi ini, diharapkan
penelitian dapat memberikan
pandangan vyang lebih luas dan
mendalam mengenai bagaimana nilai-
nilai Pancasila dapat
diimplementasikan  sebagai  solusi
terhadap masalah sosial yang ada di
Indonesia, serta memberikan
pandangan yang berbeda dalam
peningkatan  penerapan nilai-nilai
tersebut dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara.

Pembahasan

Indonesia sebagai negara dengan
penduduk yang beragam memiliki
berbagai tantangan dalam mencapai
kesejahteraan sosial. Permasalahan
sosial seperti korupsi, ketidakadilan,
dan kemiskinan sering menjadi
hambatan dalam mewujudkan cita-cita
pembangunan bangsa. Dalam
menghadapi masalah-masalah
tersebut, nilai-nilai Pancasila dapat
dijadikan sebagai solusi yang bersifat
fundamental untuk menanggapi setiap
permasalahan hidup yang terjadi.
Pancasila sebagai dasar dan ideologi
hidup bangsa Indonesia mengandung
lima sila yang memiliki makna
mendalam yang bisa diterapkan dalam
berbagai aspek kehidupan, khususnya
dalam mengatasi permasalahan sosial
yang ada. Pembahasan ini akan
mengkaji bagaimana implementasi
Pancasila terhadap nilai-nilai yang
terkandung didalamnya dapat menjadi
solusi untuk mengatasi permasalahan
sosial yang ada di Indonesia.

1. Korupsi dan Pancasila

Korupsi merupakan salah satu
permasalahan sosial yang paling



mencolok di Indonesia. Korupsi tidak
hanya merugikan negara dalam aspek
ekonomi, tetapi juga menimbulkan
ketidakpercayaan masyarakat
terhadap lembaga-lembaga negara.
Sila pertama dalam Pancasila, yaitu
"Ketuhanan Yang Maha Esa",
memaksakan kepada setiap individu
untuk memiliki moralitas yang baik
dan bertanggung jawab terhadap
tindakan yang dilakukannya, serta
menjunjung tinggi kejujuran. Selain
itu, sila kedua pada pancasila
"Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab", menekankan untuk
memperlakukan  manusia lainnya
dengan penuh penghormatan dan
menghindari tindakan yang merugikan
orang lain, termasuk praktik korupsi
yang jelas merugikan banyak pihak.

Implementasi:

a. Pendidikan dan Penyuluhan:
Meningkatkan pendidikan
karakter dan kesadaran moral
melalui  sistem pendidikan
yang menekankan nilai-nilai
integritas dan kejujuran.

b. Penegakan Hukum  yang
Tegas: Menegakkan hukum
secara adil dan transparan.
Proses hukum terhadap pelaku
korupsi harus mencerminkan
keadilan, sebagaimana nilai
yang tertanam dalam sila

kedua.

c. Pengawasan vyang Efektif:
Meningkatkan ~ pengawasan
terhadap penggunaan

anggaran  negara  dengan
melibatkan masyarakat dalam
mengawasi proses

pengambilan
publik.

2. Ketidakadilan dan Pancasila

keputusan

Ketidakadilan sosial masih
menjadi salah satu rintangan besar
yang ada di Indonesia, terutama dalam
hal  distribusi  sumber  daya,
kesenjangan ekonomi, dan akses
terhadap layanan publik. Sila kedua,
"Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab”, menekankan perlunya
menghargai hak individu manusia
dengan memberikan keadilan yang
merata. Selain itu, sila kelima,
"Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia”, memprioritaskan
pemerataan dalam segala aspek
kehidupan, mulai dari ekonomi hingga
kesempatan dalam bidang pendidikan
dan pekerjaan.

Implementasi:

a. Reformasi Hukum dan
Kebijakan: Pemerintah perlu
merancang kebijakan yang
lebih  adil dan  tidak
diskriminatif, terutama dalam
memberikan akses terhadap
pendidikan, kesehatan, dan
pekerjaan bagi seluruh lapisan
masyarakat.

b. Peningkatan Keadilan
Ekonomi: Meningkatkan akses
ekonomi kepada kelompok-
kelompok masyarakat yang
selama ini  terpinggirkan,
termasuk masyarakat adat dan
kelompok minoritas, dengan
memberikan mereka peluang
yang setara dalam
berpartisipasi  dalam  pem-
bangunan ekonomi.



c. Sistem Peradilan yang
Transparan: Memastikan
sistem peradilan dapat diakses
oleh semua orang dengan
biaya yang terjangkau, serta
mengedepankan prinsip
keadilan tanpa memandang
status sosial, ras, atau agama.

3. Kemiskinan dan Pancasila

Kemiskinan masih menjadi
tantangan besar yang dihadapi oleh
Indonesia. Meskipun berbagai
program telah dicanangkan oleh
pemerintah, ketimpangan ekonomi
dan sosial masih terlihat jelas. Sila
ketiga, "Persatuan Indonesia”,
mengajak seluruh bangsa indonesia
untuk bersatu dalam mengatasi
masalah kemiskinan dengan bekerja
sama melalui prinsip gotong-royong.
Sila keempat, "Kerakyatan yang
Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan™,
menekankan kebijakan yang
mengikutsertakan masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan yang
berhubungan dengan kesejahteraan
mereka,

Implementasi:

a. Program Pengentasan
Kemiskinan:  Melaksanakan
program-program yang
menyasar kelompok

masyarakat miskin, dengan
memberikan akses terhadap
pekerjaan yang layak,
pendidikan, dan pelatihan
keterampilan.

b. Pemberdayaan = Masyarakat:
Mendorong ekonomi berbasis
komunitas dan
memberdayakan masyarakat

dalam pengelolaan sumber
daya alam secara visioner.

c. Kebijakan yang Berpihak
kepada  Rakyat  Miskin:
Pemerintah perlu merancang
kebijakan sosial yang lebih
berpihak kepada kelompok
rentan, seperti  pemberian
bantuan langsung tunai (BLT),
serta peningkatan kualitas
layanan kesehatan dan
pendidikan untuk masyarakat
miskin.

Kesimpulan
Berdasarkan hal yang telah

dijelaskan dalam pembahasan
sebelumnya, dapat diambil
kesimpulan bahwa nilai-nilai

Pancasila memiliki relevansi yang
sangat kuat dan menjadi landasan
penting dalam mengatasi
permasalahan sosial di Indonesia.
Sebagai pandangan hidup bangsa,
Pancasila memberikan pedoman yang
tidak hanya bersifat filosofis, tetapi
juga aplikatif dalam menyelesaikan
berbagai isu permasalahan yang
dihadapi oleh masyarakat Indonesia,
termasuk korupsi, ketidakadilan, dan
kemiskinan.

Pancasila, terutama sila pertama
"Ketuhanan Yang Maha Esa" dan sila
kedua "Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab”,  mengajarkan  urgensi
mengenai integritas, moralitas, dan
kejujuran  dalam  setiap  aspek
kehidupan. Dalam konteks korupsi,
implementasi  nilai-nilai  Pancasila
dapat mendorong sikap anti-korupsi di
semua lini, baik di kalangan pejabat
negara maupun masyarakat umum.



Penguatan sistem hukum yang adil,
transparansi dalam pemerintahan, dan
pendidikan karakter menjadi kunci
utama dalam pemberantasan korupsi.

Pancasila menegaskan pentingnya
keadilan sosial kepada seluruh lapisan
masyarakat Indonesia, sebagaimana
tercermin  dalam  sila  kedua
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab"
dan sila kelima "Keadilan Sosial bagi
Seluruh Rakyat Indonesia".
Ketidakadilan yang terjadi, baik dalam
sistem hukum, ekonomi, maupun
akses terhadap layanan dasar, dapat
diatasi dengan merumuskan kebijakan
yang lebih menjunjung keadilan dan
tidak adanya keberpihakan. Pancasila
mengajarkan bahwa setiap individu
harus diperlakukan secara setara,
tanpa diskriminasi, sehingga
memperkuat prinsip keadilan sosial
dalam setiap aspek kehidupan.

Kemiskinan menjadi salah satu
rintangan besar yang harus dihadapi
oleh Indonesia. Pancasila memberikan
pemikiran yang kuat untuk memerangi
kemiskinan dengan mengedepankan
sila ketiga "Persatuan Indonesia" dan
sila.  keempat "Kerakyatan yang
Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan".
Prinsip  gotong royong  dan
kebersamaan dalam Pancasila
mengajak seluruh elemen masyarakat
untuk bersatu dalam  mengatasi
kemiskinan. Selain itu, partisipasi
aktif masyarakat dalam perumusan
kebijakan sosial juga sangat penting
untuk memastikan kebijakan tersebut
dapat efektif mengurangi angka
kemiskinan.

Pancasila bukan hanya sebuah
dokumen filosofis, tetapi harus

diimplementasikan dalam  praktik
sehari-hari, baik oleh pemerintah,
masyarakat, dan individu. Nilai-nilai
Pancasila menjadi dasar yang
mengarahkan seluruh elemen bangsa
untuk  mengutamakan keadilan,
kemanusiaan, dan persatuan dalam
mengatasi  permasalahan  sosial.
Dengan penerapan yang konsisten dan
terintegrasi dalam berbagai aspek
kehidupan, Pancasila dapat menjadi
solusi yang efektif untuk melahirkan
masyarakat yang lebih adil, sejahtera,
dan harmonis.

Untuk mewujudkan penerapan
Pancasila yang lebih optimal dalam
mengatasi  permasalahan  sosial,
beberapa langkah yang
direkomendasikan antara lain:

Pendidikan Karakter: Meningkatkan
pendidikan nilai-nilai Pancasila sejak
dini untuk menanamkan sikap moral,
integritas, dan rasa keadilan.

Peningkatan Pengawasan dan
Penegakan Hukum: Memperkuat
mekanisme pengawasan dan
penegakan hukum yang tidak tebang
pilih terhadap pelaku korupsi dan
ketidakadilan.

Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial:
Melaksanakan program-program yang
memberikan kesempatan bagi
masyarakat miskin untuk
berkembang, serta  memastikan
pemerataan pembangunan di seluruh
wilayah Indonesia.

Keterlibatan Masyarakat: Mendorong
partisipasi aktif masyarakat dalam
perumusan kebijakan yang terkait
dengan keadilan sosial, ekonomi, dan
pemberdayaan masyarakat.



Dengan pengimplementasian nilai-
nilai Pancasila secara konsisten dalam
kehidupan  sosial, politik, dan
ekonomi, Indonesia diharapkan dapat
mengatasi permasalahan-
permasalahan sosial yang ada dan
mewujudkan cita-cita kemerdekaan
yang menjunjung tinggi keadilan dan
menciptakan kemakmuran. Pancasila
sebagai dasar negara dan ideologi
hidup bangsa memiliki kekuatan
untuk menyatukan semua elemen
bangsa dan menjadikan Indonesia
sebagai negara yang lebih baik bagi
seluruh rakyatnya.
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